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KEBIJAKAN DIGITALISASI DI SULBAR

Membuat kebijakan SPBE yang agile 
terhadap perkembangan digitalisasi 
(arsitektur dan peta rencana SPBE 
Provinsi)

Menjadikan pelaksanaan digitalisasi 
sebagai salah satu program prioritas

Memfasilitasi peningkatan SDM 
talenta digital melalui bantuan 
Kemenkominfo dan pihak terkait 
lainnya

Memberi panduan perangkat daerah 
untuk melakukan transformasi yang 
terstandarisasi

Melakukan langkah integrasi sistem 
untuk mewujudkan ekosistem layanan 
dan satu data digital terintegrasi

Memperjuangkan pengembangan 
infrastruktur TIK untuk penyediaan 
akses internet di blankspot area 
masyarakat

Mendorong pemanfaatan TIK untuk 
mendukung pelaksanaan tata kelola 
pemerintahannya



Membuat kebijakan SPBE yang agile terhadap perkembangan 
digitalisasi (arsitektur dan peta rencana SPBE Provinsi)



Menjadikan pelaksanaan digitalisasi sebagai salah satu program 
prioritas



Memberi panduan perangkat daerah untuk melakukan transformasi 
yang terstandarisasi



Melakukan langkah integrasi sistem untuk mewujudkan ekosistem 
layanan dan satu data digital terintegrasi



Memfasilitasi peningkatan SDM talenta digital melalui bantuan 
Kemenkominfo dan pihak terkait lainnya



Memperjuangkan pengembangan infrastruktur TIK untuk penyediaan 
akses internet di blankspot area masyarakat



Mendorong pemanfaatan TIK untuk mendukung pelaksanaan tata 
kelola pemerintahannya
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Pemanfaatan aplikasi diarahkan sedapat mungkin 1 urusan pemerintahan 
1 aplikasi dengan fitur yang lengkap memuat seluruh aspek sistem kerja 
dan data digital pada urusan tersebut. Jika aplikasi belum tersedia, 
pembangunan dan pengembangannya tidak lagi berbiaya dan akan 
dikerjakan oleh tim teknis SPBE Provinsi yang berada pada Dinas 
Kominfo. Antar aplikasi layanan ini akan saling terkoneksi sistem 
dan databasenya menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah (SPLP) yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD Pemprov. Sulbar

Sebagai arahan langkah implementasi yang terpadu dan terarah dalam proses transformasi agar 
SPBE/Digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan setiap OPD dengan efisien menuju integrasi 

ekosistem pemerintahan digital Pemprov. Sulbar

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE tidak hanya terkait 
pada penggunaan teknologi semata namun lebih utama pada 
terbangunnya pola kerja pemerintahan yang sistemik

OPD adalah pelaksana SPBE dan pelaku digitalisasi 
pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi layanan 
internal maupun layanan kepada publik

Dinas Kominfo merupakan leading sektor yang bertugas 
melaksanakan SPBE dan bertanggungjawab pada 
pemanfaatan TIK secara makro provinsi serta menjadi 
fasilitator bagi seluruh OPD dalam melaksanakan dan 
mengembangkan SPBE

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD meliputi 
infrastruktur, aplikasi, peningkatan SDM, pengelolaan data 
digital dan hal lainnya diselenggarakan mesti berpedoman 
pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang sudah 
disusun oleh OPD masing-masing. Link dokumennya dapat 
diakses melalui : https://spbe.sulbarprov.go.id

Arsitektur dan peta rencana SPBE OPD berisi sistem tata kelola 
pemerintahan yang berbasis pada urusan, tugas dan fungsi organisasi, 
layanan, serta proses bisnis dan kebutuhan data setiap OPD yang menjadi 
dasar rancang bangun pola kerja untuk selanjutnya dibuatkan sistem 
digital. 

Pemanfaatan aplikasi UMUM wajib menggunakan aplikasi yang sudah 
ditetapkan KemenPAN-RB pada urusan pemerintahan utama sebagaimana 
ketentuan aturan yang berlaku. Untuk pembangunan dan pengembangan 
aplikasi KHUSUS pada setiap OPD harus sesuai arsitektur dan peta rencana 
SPBE yang dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia internal 
maupun berasal dari Kementerian/Lembaga, serta dapat mengadopsi dari 
pemerintah daerah lain yang bersedia berbagi pakai
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Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD secara detail telah 
tersedia panduannya pada link : spbeopd.sulbarprov.go.id . Untuk 
mengukur capaian kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang 
telah diatur tersebut, implementasi SPBE OPD akan dievaluasi 
setiap tahun dan menjadi salah satu indikator pembayaran 
TPP ASN tahun berikutnya

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD Pemprov. Sulbar

Sebagai arahan langkah implementasi yang terpadu dan terarah dalam proses transformasi agar 
SPBE/Digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan setiap OPD dengan efisien menuju integrasi 

ekosistem pemerintahan digital Pemprov. Sulbar

Untuk keterpaduan dan efisiensi, setiap pengembangan SPBE 
/ digitalisasi OPD wajib dikoordinasikan ke Dinas Kominfo. 
Permintaan pengembangan tidak akan direspon jika 
muatannya tidak sesuai atau belum tertuang dalam arsitektur 
dan peta rencana SPBE

Setiap OPD diminta mengalokasikan pembiayaan dukungan 
pelaksanaan SPBE dengan mekanisme rencana pembiayaan 
pengembangan SPBE tersebut mendapatkan rekomendasi 
dari Dinas Kominfo sebagai dasar TAPD memberi persetujuan 
penganggarannya dalam APBD

Penyediaan perangkat jaringan internal OPD maupun 
peralatan TIK yang dibutuhkan disiapkan masing-masing 
sesuai standar yang sudah ditentukan spesifikasinya agar 
penggunaan lebih optimal dan tidak terkendala. Untuk 
langganan bandwidth internet dilaksanakan terpusat pada 
Dinas Kominfo, sehingga setiap OPD tidak diperkenankan 
berlangganan sendiri

Peningkatan SDM talenta digital OPD akan terus disiapkan dan 
difasilitasi oleh Dinas Kominfo maupun BSPDM Provinsi, termasuk 
dukungan dari Kementerian Kominfo melalui program Government 
Transformation Academy (GTA) setiap tahun

Setiap OPD diminta membentuk Tim SPBE OPD untuk mengorganisir 
dan fokus melaksanakan SPBE serta terus mendiskusikan internal 
rencana pengembangan dan optimalisasi SPBE di instansinya masing-
masing
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